BAB Il

OVERMACHT DALAM TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN

A. Ketentuan Tindak Pidana Pembunuhan
1. Tindak Pidana Pembunuhan Dalam Islam
a. Pengertian dan Macam-Macam Pembunuhan
Dalam Bahasa Arabill berasal dari kata® — Ji& yang artinya
membunutt. Para ulama mendefinisikan pembunuhan sebagai suatu
perbuatan yang menyebabkan hilangnya nyawa sesgorkarena
Pembunuhan merupakan perbuatan keji yang tidak sreaudan Allah

menegaskan dalam al-Qur’an yang berbunyi :

A& 1@ @+O 2 NAL ANE 3L 16) JIK 2X Jm
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Artinya: “Dan barangsiapa berbuat demikian dengatanggar hak dan
aniaya, maka Kami kelak akan memasukkannya ke dalam
neraka. yang demikian itu adalah mudah bagi AlfatQ.S.
An-Nisa: 30)

Menurut Abdul Qadir Audah, pembunuhan adalah pddmua
manusia yang menghilangkan nyawa manusia dengab gaedrbuatan

manusia yang lair..

'Ahmad Warson MunawwirKamus al-Munawwir Surabaya: Pustaka Progressif, 1997,
him. 1243.

% Topo Santosdylembumikan Hukum Pidana Isladakarta: Gema Insani, 2003. him. 36

® Departemen Agama RIAI-Quran dan TerjemahnyBandung: Diponegoro, 2010,
him.87

4 Abd al-Qadir Audah at-Tasyri’ al-Jinaiy al-Islamiyilid 2, Beirut: Muassasah al-
Risalah, tt., him.6.
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Jadi kesimpulan pengertian pembunuhan adalah quates
perampasan, peniadaan atau menghilangkan nyawaraegeyang
dilakukan oleh orang lain. Pengertian proses datamini mencakup
pengertian luas, yaitu semua yang menyebabkanditgpmbunuhan
tersebut baik yang terlibat langsung maupun yasaktlangsung. Orang
yang melakukan perbuatan tersebut secara langsuehgh spasti dia
merupakan pelaku pembunuhan, yang menyuruh melakp&ebuatan,
yang turut melakukan perbuatan, yang membujuk supasrbuatan
tersebut dilakukan dan yang membantu perbuatarebiat;s mereka
semua termasuk pelaku dalam suatu tindak pidana.

Dilihat dari motif pembunuhan, yaitu ada atau tiogk niat
untuk melakukan pembunuhan tersebut ada 2 (duappah Yaitu :

Pertama adalah ulama Malikiyah membagi 2 (dua) maca
pembunuhan, yaitu pembunuhan sengaja dan pembutidakrsengaja.
Dasar pembagian ini adalah melihat dzahir ayatwula@ yang hanya
mengenal dua bentuk jarimah pembunuhan, sebagaim&edutkan

dalam Q.S. al-Nisa : 92;

QO I Ew+¢cOQwW &NPAXE o 4260
KX DAR 2R o DGR ERIRY o €& DB
BB o OB ELIRE exdee T2 @0
@O0, 808 @EO6E+L00 ROOLKHO S +9d+o
SOEETNO NORNO*EHROOE <O¢3n0e
ym A8 PeRD HAON [N RI L0
TN a&hoXa QRAwe § BXAODL000040
>0 JFEAFAw HEXOCOOR E»-J0.8
=063+ €0 ROORHO >+ deo RPN EreRE

® Abd al-Qadir Audahbid, him. 7.
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Artinya: “Dan tidak layak bagi seorang mu’'min membb seorang
mu’'min (yang lain) kecuali karena tersalah (tidekgaja), dan
barang siapa membunuh seorang mu’'min karena thRrsala
(hendaklah) ia memerdekakan seorang hamba sahayg ya
beriman serta membayadiya® yang diserahkan kepada
keluarganya (si terbunuh itu), kecuali jika merdkaluarga
terbunuh) bersedekah. Jika ia (si terbunuh) dadnmkayang
memusuhimu, padahal ia mu'min, maka (hendaklah si
pembunuh) memerdekakan hamba sahaya yang berinzan. D
jika ia (si terbunuh) dari kaum (kafir) yang adarjgejian
(damai) antara mereka dengan kamu,maka hendaklah (s
pembunuh) membayardiyat yang diserahkan kepada
keluarganya (si terbunuh) serta memerdekakan hasabaya
yang beriman. Barang siapa tidak memperolehnya, amak
hendaklah ia (si pembunuh) berpuasa dua bulanrbettuut
sebagai cara taubat kepada Allah Maha MengetaguiMaha
Bijaksana”’

Dalam ayat selanjutnya disebutkan:

G IR B oK E 2R SENTOX 16 JIK2X dm
DERAS S - $OR e ScBON2LORD $IDY
s~O&;08.° G T Nx- ORI ORPOKAYRAY
N.OMOEEOR + 63 SHNYXINeO
€Oy [« JOX 2\ [RER Am DE€EOOCHED> we
6 TOON, DN & O XIO R
Artinya: “Dan barang siapa yang membunuh orang niakdengan
disengaja, maka balasannya adalah neraka jaharekal ila di
dalamnya dan Allah murka kepadanya, dan mengutaksgyrta
menyediakan azab yang besar bagify@:S. al-Nisa’: 93)

® Adalah ganti rugi dengan harta melalui keputusakirh. Lihat Makhrus Munajat,
Hukum Pidana Islam di Indonesidpgyakarta, TERAS, 2009, him. 6

" Departemen Agama RDp.Cit him. 93.

8 Departemen Agama Riid.him. 93.
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Kedua, jumhur fugaha membagi pembunuhan menjatigd) (

macam’ Kalau kita teliti merupakan bentuk kompromistisideedua

bentuk sebelumnya. Walaupun bentuk ini dipersedasih bentuk ini

lebih masyhur daripada bentuk yang pertama.

1)

2)

Ketiga bentuk tersebut ialah :

Pembunuhan sengajaatl al-‘amd
Pembunuhan sengaja adalah suatu perbuatan terlsadeprang
dengan maksud untuk menghilangkan nyawaflyadapun Amir
Syaifudin mengemukakan bahwa pembunuhan sengajéahada
pembunuhan yang terdapat unsur kesengajaan bakndsdsaran
ataupun kesengajaan dalam alat yang digundk&alam ajaran
Islam, pembunuhan yang dilakukan dengan sengdjadap orang
yang dilindungi jiwanya, disamping dianggap sebagaitu jarimah,
juga merupakan dosa paling besar.
Adapun unsur-unsur dalam pembunuhan sengaja yaitu :

a) Korban adalah orang yang hidup.

b) Perbuatan si pelaku yang mengakibatkan kematigrakor

c) Ada niat bagi si pelaku untuk menghilangkan nyaasdoén.
Pembunuhan tidak sengaja atau karena kesalgh#n &al-khatha)
Pembunuhan tidak sengaja yaitu pembunuhan yandatikan

karena salah dalam perbuatdrDalam pembunuhan ini tidak ada

141

° Abd al-Qadir AudahOp. Cit,him. 7

1 Topo Santosd)p, Cit,him. 36.

Y Amir Syarifudin Garis-garis Besar Islandakarta: Prenada Media Grup,2008 him.259.
2 Ahmad Wardi MuslichHukum Pidana IslamJakarta: Sinar Grafika, 2005,hlm. 140-
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unsur kesengajaan dalam melakukan pembunuhan, néenadi
karena kelalaian dari pelakt.

Adapun unsur-unsur pembunuhan tidak sengaja yaitu ;

a) Adanya perbuatan yang menyebabkan kematian

b) Terjadinya perbuatan itu karena kesalahan

c) Adanya hubungan sebab akibat antara perbuatanakesal

dengan kematian korban.
3) Pembunuhan semi sengaggailu syibhul 'amgl

Pembunuhan semi sengaja adalah perbuatan pengamiteyhadap
seseorang tidak dengan maksud membunuh, tetapiakibatkan
kematiam® Bentuk inilah yang diperselisihkan keberadaanya,
namun mayoritas ulama mengakui keberadaanya sebalgdi satu
bentuk pembunuhan. Terdapat tiga unsur dalam penhiannsemi

sengaja, yaitu ;

a) Pelaku melakukan suatu perbuatan yang mengakibatkan
kematian.

b) Ada maksud penganiayaan atau permusuhan.

c) Ada hubungan sebab akibat antara perbuatan pelakgad
kematian korbar’

b. Hukuman Pembunuhan

3 Topo SantosdQp, Cit him. 36.
4 Ahmad Wardi MuslichQp. Cit,him144.

15 Ahmad Wardi Muslichjbid. him. 146-147.
16 Topo Santosdp.Cit, him. 36
17" Ahmad Wardi MuslichQp. Cit,him. 142-143.
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Maksud adanya hukuman adalah untuk memelihara dan
menciptakan kemaslahatan manusia dan menjaga mdeekahal-hal
yang mafsadah karena Islam itu sebagdimatan li'alamin untuk
memberi petunjuk dan pelajaran kepada manusia.

Hukuman ditetapkan demikian untuk memperbaiki irchliv
menjaga masyarakat dan tertib sosial. Dalam hgenerapan hukuman
pada pembunuhan ditentukan oleh macam atau jenm&pwihan yang
telah dilakukan. Adapun hukuman yang dikenakanoluntasing-masing

pembunuhan sebagaimana yang telah ditetapkan;

1) Pembunuhan Sengaja

Dalam hukum Islam hukuman pokok bagi pembunuhamagan
adalahqgisas™® apabila keluarga korban menghapuskan hukuman
pokok ini hukuman penggantinya berupa hukurdamt® yaitu
dengan membayar denda berupa seratus ekor untaeyalirg dari

30 ekor untdiggah(umur 3-4 tahun), 30 ekor unj@dza’ah(umur

4-5 tahun), dan 40 unta yang sedang bunting. Sigidiyat dapat
dilakukan dengan membayar dua ratus ekor sapi, cauribu
kambing, atau uang emas seribu dinar, atau uara gebesar dua
belas ribu dirham® Diyat pun kalau seandainya dima’afkan dapat

dihapuskan dan sebagai penggantinya, hakim mekgtuh

18 Qisasyaitu memberikan perlakuan yang sama kepada terpidasuai dengan tindak
pidana yang dilakukan.. Lihat Makhrus Munafap. Cit,him. 6.

!9 Diyat yaitu ganti rugi dengan harta melalui keputusarirhakihat Makhrus Munajat,
Op. Cit,him. 6.

2% Ahmad Wardi Muslichlbid, him. 169.
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hukumanta’zir. Dalam memberikan hukumaa’zir hakim diberi
kebebasan untuk memilih mana yang lebih maslahetelah
mempertimbangkaterbagai aspek yang berkaitan dengan tindak
pidana yang dilakukan oleh pelaku. Jaglgas sebagai hukuman
pokok mempunyai dua hukuman pengganti, ydiyat danta’zir.**

Di samping hukuman pokok dan pengganti, terdapiat fpukuman
tambahan untuk pembunuhan sengaja, yaitu penghapakavaris

dan wasiat.

2) Pembunuhan tidak sengaja

Hukuman pokok pada pembunuhan tidak sengaja atabypaihan
kesalahan adalaldiyat dan kafarah Diyat dalam pembunuhan
tidak sengaja berupa seratus ekor unta yang teddni 20 ekor
unta betina umur 1-2 tahun, 20 ekor unta jantanrurritahun, 20
ekor unta betina umur 2-3 tahun, 20 ekor umtgah,dan 20 ekor
unta jadza’ah. Hukuman kafarah berupamemerdekakan hamba
sahaya mukmin, atau berpuasa dua bulan bertumtt-tdukuman
penggantinya adalah puasa daizir dan hukuman tambahannya

adalah hilangnya hak wasiat dan hak mendapat wefisa

3) Pembunuhan semi sengaja
Hukuman pokok pembunuhan semi sengaja adalight dan

kafarah Diyat dalam pembunuhan ini sama denghyat dalam

2L Makhrus MunajatQp. Cit him. 172
22 Ahmad Wardi MuslichQp.Cit, him. 175.
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pembunuhan sengaja, baik dalam jenis, kadar, maupun
pemberatannya. Hukumékafarah berupa memerdekakan hamba
sahaya mukmin, atau dengan puasa dua bulan bettutit
Hukuman pengganti dari pembunuhan semi sengajatatikir
yang penentuannya diserahkan oleh hakim.Hukuman

dtambahannya adalah terhalangnya menerima warisawasiat”

2. Tindak Pidana Pembunuhan dalam KUHP
a. Pengertian dan Macam-macam Pembunuhan
Pembunuhan diartikan sebagai poses, cara, perbuatan
membunuh atau menghilangkan nyawaDalam KUHP, tindak pidana
yang berakibat hilangnya nyawa orang lain ad&h :
1) Pembunuhan dengan pemberatan (Pasal 339);
2) Pembunuhan berencana (Pasal 340);
3) Pembunuhan bayi oleh ibunya (Pasal 341);
4) Pembunuhan bayi berencana (Pasal 342);
5) Pembunuhan atas permintaan yang bersangkutaal 2&t);
6) Membujuk / membantu orang agar bunuh diri (P348);
7) Pengguguran kandungan dengan izin ibunya (B4€3J
8) Pengguguran kandungan tanpa izin ibunya (Pds3a| 3

9) Matinya kandungan dengan izin perempuan yangaretungnya

28 Ahmad Wardi Muslich|bid. him.173-174.

24 Makhrus MunajatQp. Cit,him. 173

% Departemen Pendidikan Nasion#lamus Besar Bahasa Indonesidakarta: Balai
Pustaka. 2005. him. 178.

% Adami Chazawi, Kejahatan Terhadap Tubuh dan Nyawkskarta: Raja Grafindo
Persada, 2004, him. 56.
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(Pasal 348);
10) Dokter / bidan / tukung obat yang membantu geggran /
matinya
kandungan (Pasal 349);
11) Matinya seseorang karena kealpaan (Pasal 358U
Dalam perbuatan menghilangkan nyawa terdapat atsyang
harus terpenuhi, yaitt/:
1) Ada wujud perbuatan
2) Adanya kematian
3) Adanya hubungan sebab akibat antara perbuatanesaatian
Bentuk kesalahan tindak pidana menghilangkan nyaraag
lain ini dapat berupa sengajado(us) dan tidak sengaja alpa).
Kesengajaandplug adalah suatu perbuatan yang dapat terjadi dengan
direncanakan terlebih dahulu atau tidak direncamakBetapi yang
penting dari suatu peristiwa itu adalah adanyat”nyang diwujudkan
melalui perbuatan yang dilakukan sampai selesaidd®arkan unsur
kesalahan, tindak pidana pembunuhan dapat dibeda&ajadi:

1). Pembunuhan yang di lakukan dengan sengaja.

a) Pembunuhan biasa
Pembunuhan sengaja dalam bentuk pokok diatur dBasal

338 KUHP yang merumuskan bahwa:

27 Adami Chazawlbid, him. 57
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“Barangsiapa sengaja merampas nyawa orang la@iancam,
karena pembunuhan, dengan pidana penjara palinglama
belas tahun®

b) Pembunuhan yang disertai, diikuti atau didahulungde
tindak pidana lain
Delik ini diatur dalam Pasal 339 KUHP yang mergkan
bahwa:
“Pembunuhan yang diikuti, disertai atau didahuluelo suatu
tindak pidana, yang dilakukan dengan maksud untuk
mempersiapkan atau mempermudah pelaksanaannya, atau
untuk melepaskan diri sendiri maupun peserta laanhari
pidana bila tertangkap tangan, ataupun untuk meikast
penguasaan barang yang diperolehnya secara melawan
hukum, diancam dengan pidana penjara seumur hidap a
pidana penjara selama waktu tertentu paling lama guluh
tahun.”*
Pada pembunuhan dalam Pasal 339 KUHP merupakan suat
bentuk khusus pembunuhan yang diperberat. Dalam
pembunuhan yang diperberat ini terdapat 2 (dua)amac

tindak pidana sekaligus, yaitu pembunuhan biasa tishaiak

pidana lain.

c) Pembunuhan berencana
Tindak pidana ini diatur dalam Pasal 340 KUHP, yang
menyebutkan sebagai berikut :
“Barangsiapa dengan sengaja dan dengan direncanakan

terlebih dahulu merampas nyawa orang lain, diandarena
pembunuhan berencana, dengan pidana mati atau pidan

8 Andi HamzahKUHP dan KUHAP Jakarta: Rineka Cipta, 2006, him. 134
2% Andi Hamzah)bid. him 134
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penjara seumur hidup atau pidana penjara selama twak
tertentu paling lama dua puluh taht?

Ancaman pidana pada pembunuhan berencana ini lbeét
dari pada pembunuhan yang ada pada Pasal 338 dan 33
KUHP bahkan merupakan pembunuhan dengan ancaman
pidana paling berat, yaitu pidana mati, di man&ksiapidana
mati ini tidak tertera pada kejahatan terhadap my&innya,
yang menjadi dasar beratnya hukuman ini adalah yadan
perencanaan terlebih dahulu. Selain diancam depgiana
mati, pelaku tindak pidana pembunuhan berencare dagat
dipidana penjara seumur hidup atau selama waktenter
paling lama dua puluh tahun.
2) Pembunuhan yang di lakukan dengan tidak sengaja.
Tindak pidana yang dilakukan dengan tidak sengagaupakan
bentuk kejahatan yang akibatnya tidak dikehend#kih gelaku.
Kejahatan ini diatur dalam Pasal 359 KUHP, yang usamnya
sebagai berikut :
“Barangsiapa karena kealpaannyaenyebabkan matinya orang
lain, diancam dengan pidana penjapaling lama lima tahun
atau kurungan paling lama satu tahut.”
Unsur-unsur dari rumusan di atas adafah:
a) Adanya unsur kelalaian

b) Adanya wujud perbuatan tertentu

%0 Andi HamzahQp. Cit,hlm 134
%1 Andi Hamzah|bid, him 139
%2 Adami ChazawiQp.Cit, him. 125.

56



c) Adanya akibat kematian orang lain.
b. Hukuman Pembunuhan
Bentuk pokok dari kejahatan terhadap nyawa yakanga unsur
kesengajaan dalam pembunuhan atau menghilangkamans@seorang
baik “sengaja biasa” maupun “sengaja yang direriG@ria. Sengaja
biasa yakni maksud atau niatan untuk membunuh tisgnara sepontan,
dan sengaja yang direncanakan yakni maksud atéanraéau kehendak
membunuh direncanakan terlebih dahulu, merencangkardalam
keadaan tenang serta dilaksanakan secara tenaag Posur-unsur
pembunuhan sengaja biasa adalah : perbuatan memgiain nyawa, dan
perbuatannya dengan sengaja, sedangkan unsur-sesgaja yang
direncanakan adalah perbuatan menghilangkan nyavemgad
direncanakan dan perbuatannya dengan sengaja. Adaaunksi
pembunuhan sengaja biasa dikenakan sanksi pidajargealing lama
15 tahun, dan sanksi pembunuhan sengaja direncadédenakan sanksi
pidana mati atau penjara seumur hidup selama-lam2dyahun, seperti
apa yang disebutkan dalam Pasal 340 KUHP yang bgrbu
“Barangsiapa sengaja dan dengan rencana lebih dahmkrampas
nyawaorang lain, diancam, karena pembunuhan dengan nemca
dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hiaigu selama
waktu tertentu, paling lama dua puluh tahun
Ketidaksengajaara(pa) adalah suatu perbuatan tertentu terhadap
seseorang yang berakibat matinya seseorang. Belattuikealpaan ini

dapat berupa perbuatan pasif maupun aktif. Contobuatan yang pasif,

misalnya penjaga palang pintu kereta api karen@terpada waktu ada
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kereta yang melintas dia tidak menutup palang pirdehingga
mengakibatkan tertabraknya mobil yang sedang naslintBentuk
kealpaan penjaga palang pintu ini berupa perbugdag pasif, karena
tidak melakukan apa-apa. Sedangkan contoh perbugdag aktif,

misalnya seseorang yang sedang menebang pohorateermenimpa
orang lain, sehingga matinya orang itu karenantg pohon. Bentuk
kealpaan dari penebang pohon berupa perbuatan gtifg Sanksi

tindak pidana ini adalah pidana penjara paling ldma tahun, seperti
diatur dalam Pasal 359 KUHP yang berbuhyi

“Barangsiapa karenakealpaannya menyebabkan matinya orang

lain, diancam dengan pidangenjara paling lama lima tahun atau
kurungan paling lama satu tahun

B. Overmacht Dalam Tindak Pidana Pembunuhan Menurut Hukum Islam
1. Dasar Hukum dan AlasadvermachDalam Tindak Pidana Pembunuhan
a. Hukumlkrah danDharurah
Dalam Islam hukunikrah dibagi menjadi tiga yaitu:
1) Tindak pidana yang diperbolehkan karena adanyaapaks
Paksaan bisa membolehkan terhadap perbuatan haram,

dimana syariat membolehkan untuk melakukannya ddtaadaan
terpaksa. Perbuatan ini dikhususkan pada makamamuoaman yang
diharamkan, seperti memakan bangkai, meminum datth. ini

berdasarkan firman Allah Swit:

BXOD2HDE0lv e -+ ALAEw o ¢80
* Forde OBOR I 400G DO o008 &
08 2750 ® e O0Oeo $O+L €60 0.OMOREHOR

58



A 3-SR ANG) AL7ECOREH N 4100
00V EWRD D «IOHOADE Vo S
G OB ¢ XD O ROed
U HQAARO A w
NOTOIORIE= HRBE ¥ - @U2 LR
€02 A0%=e0 ONNO YRoomi,N
¢ x50 Q¢ D COM W o R= OFRER NOL
Artinya: “Mengapa kamu tidak mau memakan (binataimgtang
yang halal) yang disebut nama Allah ketika menydinivga,
padahal sesungguhnya Allah telah menjelaskan keyada
apa yang diharamkan-Nya atasmu, kecuali apa yapgktsa
kamu memakannya, dan sesungguhnya kebanyakan (dari
manusia) benar benar hendak menyesatkan (orang lain
dengan hawa nafsu mereka tanpa pengetahuan, sabogygg
Tuhanmu, Dia-lah yang lebih mengetahui orang-ongany
melampaui batas® (Q.S. al-An’am: 119)

RESOZGONEHEN ¢=20R0 crRNOK LT RD
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Artinya: "Sesungguhnya Allah hanya mengharamkannbadpangkai,
darah, daging babi, dan binatang yang (ketika disdir)
disebut (nama) selain Allah, tetapi barangsiapaardal
keadaan terpaksa (memakannya) sedang dia tidak
menginginkannya dan tidak (pula) melampaui bataskam
tidak ada dosa baginya. Sesungguhnya Allah Maha
Pengampun lagi Maha Penyayar§(Q.S. al-Bagarah: 173)

Memakan bangkai dan meminum darah diharamkan kecual
dalam keadaan terpaksa. Keduanya dibolehkan apab#ausia
dipaksa orang lain untuk melakukannya, sehinggektatia tanggung
jawab dalam melakukan perbuatan tersebut, meslppda dasarnya

keduannya diharamkan. Paksaan bisa menghapusutanggwab

% Departemen Agama Rp. Cit,him 143
% Departemen Agama Riid, him. 32.
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2)

pidana dan membolehkan seseorang untuk melaku&adaeggan

syarat paksaan tersebut adalah paksaan alfgwalt mulji’). Apabila

paksaan tersebut adalah paksaan relatif, perbusimebut tetap

diharamkan dan pelakunya dijatuhi hukunian.

Tindak pidana yang hukumannya dihapuskan karenayadzaksaan.
Tindak pidana yang hukumannya dihapuskan karenayada

paksaan adalah gazaf, mencaci, mencuri, merusdal beang lain

atau di

yang

paksa kafft® Semua tindak pidana tersebut tidak ada hukuman

dibebankan kepada pelakunya, apabila pelakpaksk

melakukannya dengakrah mulji’. Dalam al-Qur’an dijelaskan;

<GOTIE * & 56 N QX AL JIK 2N

SIS -+ RO HADOQY.ONCORIOOND 0.O=D> ¢
UL JOX b=l (VAR dm | OmYe J B
CITORO® & “o s M= ExPRAROEIRY
AR @O+ IO TRECwed
FXOLORO O AE M @6 o R
HPOHE  SHYXKIN O R SORERD o
RTH-XIOOR Sh€eE e * o S

SBHON.~> 6K

Artinya: “Barangsiapa kafir kepada Allah sesuda loeriman (dia

mendapat kemurkaan Allah), kecuali orang yang dipak
kafir padahal hatinya tetap tenang dalam berimant(diak
berdosa), akan tetapi orang yang melapangkan dadany
untuk kekafiran, maka kemurkaan Allah menimpanya da
baginya azab yang besar.”

3) Tindak pidana yang tidak dipengaruhi oleh paksaan.

Perbuatan yang tidak dapat dipengaruhi oleh paksadelah

pembunuhan, pemotongan anggota badan, atau pemubkmalag

% Ali Yafie,
ilmu, 2009, him. 228.

dkk.(Ed.), Ensiklopedi Hukum Pidana Islgndilid II, Jakarta: Kharisma

% Ali Yafie, dkk.(Ed.),Ibid,him. 229.
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membinasakan sebagaimana dikatakan lbnu Nujaim g&adjp oleh

Abdul Qadir Awdah:
A yall culS 1)) & gall a8 Y e alall o S Y1 Ol e eleadll )
3T \Slge Lyl iyl o DU L |
Artinya: “ Para fugaha sepakat bahwa sesungghikngha mulji’ tidak
menghapus hukuman pada tindak pidana yang teefinpla
pembunuhan, pemotongan anggota badan, dan pemukulan
yang membinasakan.
Dasar hukundharuratsama dengan dasar hukikrah, ketika
perbuatan pidana tidak dihapuskan meski disebalkaenaikrah
atau dharurah maka tetap mendapatkan hukuman. Dalam keadaan
pembolehanilpahah), perbuatan dibolehkan, karena tidak ada alasan
yang mengharamkan. Dalam penghapusan hukuman, lankum
dihapuskan karena membahayakan jiwa dan tidak adlmyyar.
Hukumdharuratdibagimenjadi tiga yaittf:
1) Tindak pidana yang boleh dilakukan kareimarurat
Tindak pidana boleh dilakukan dalam keadaan daijikat
hukum Islam telah menetapkan nash-nash pembolehanrigdak
pidana ini berlaku khusus pada makanan dan minursaperti
memakan bangkai, meminum darah dan sesuatu yaisg M&galnya
seseorang yang mengalami kelaparan dan tidak méaenmakanan

selain bangkai, dan akhirnya memakan bangkai tetse®ara fugaha

telah bersepakat bahwa tindak pidana tersebut lublgkukan dalam

3" lbnu Nujaim, "al-Bahru al-Raiq" , dalam Abdul Qadiwdah, Tasyri’ al-Jina’i al-
Islamiy, Beirut: Muassasah al-Risalah, tt. Jilid 1, hli&85

% Abdul Qadir AudahTasyri’ al-Jina'i al-Islamiy; Jilid 1, Beirut: Muassasah al-Risalah,
tt., him 586.
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keadaan darurat dengan syarat hanya sekedar umarutupi
kebutuhan pelaku.

Menurut pendapat yang rajih, melakukan perbuateselbeit
adalah wajib, bukan sekedar hak, bagi orang yangnmd&eadaan
darurat. Dalam keadaan darurat ia akan berdosatigilak makan atau

meminum sesuatu yang diharamkan. Hal ini berdasaam Allah:

PRORNIER ORx BSOS A0S0

AN U>OcH=D> = 22 gu * P oI
OEERO AHAEBN, O OO N
O N OEDHI & ¥ O eI

AForde OORO O BXMARCKOGOOLL e
¢V CHODEOM W S OHN ¢76
Artinya: “Dan belanjakanlah (harta bendamu) di nalallah, dan
janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam
kebinasaan, dan berbuat baiklah, karena Sesungguhny
Allah menyukai orang-orang yang berbuat b&k(®Q.S. al-
Baqgarah: 195)

0EQ LA Lo I 2o SN 1060w kR U 16
BXMUDHOEE0e oo B-URE L -0
¢ >ZO0% O ¢ 2722w C ey 0

§ 0O PeND T2V EZM @ N

Evie0+x TTO6K OOOOOLNE aMOAF &

BMODHET 3Dz oo @ ALAECGRONE

AforSe OYWO G AL728890->AX0M

crTOOYOE0 ALV €8 AXl@D

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlaBmki saling
memakan harta sesamamu dengan jalan yang batilalkec
dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suwka-sa
suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh
dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang
kepadamu® (Q.S. al-Nisa: 29)

2) Tindak pidana yang hukumannya dihapus kaddreaurat

% Departemen Agama RQp. Cit him. 30.
0 Departemen Agama Rlbid, him. 83.
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Orang dalam keadaan darurat melakukan tindak pidapat
dimaafkan dari hukuman, tetapi perbuatan tersediaptdiharamkan.
Misalnya perbuatan mencuri makanan yang dilakukei @rang
yang kelaparan, atau perbuatan membuang baranggopeaumpang
ke laut manakala kapal hampir tenggelam. Agar [@edvutersebut
dapat diampuni, orang yang dalam keadaan darwsgamditkan ketika
melakukan perbuatan itu sekedar untuk menolak lzdtiay

3) Tindak pidana yang tidak dipengaruhi otiarurat

Keadaan darurat tidak dapat mempengaruhi tindaknpid
pembunuhan, pelukaan dan pemotongan anggota b@dang yang
berada dalam keadaan darurat tidak boleh membumelukai, atau
memotong orang lain, dalam upaya menyelamatkamydiridari
kematian. Dicontohkan suatu kelompok orang beradand sampan
yang hampir tenggelam karena beratnya muatan, pmsmgntidak
boleh melemparkan penumpang yang lain ke dalam uatuk
meringankan beban sampan dan dalam upaya menyk&anditi dari
kematian?

Dalam Q.S al-Shaffat ayat 139-f42nenceritakan tentang
Nabi Yunus ‘alaihissalam naik ke kapal yg sudah uperdgn
penumpang dan barang. Sampai di tengah lautan tegabut mulai

memperlihatkan tanda-tanda akan tenggelam. Saatitya ada dua

“L Ali Yafie, dkk. (Ed),lbid, him. 236-238

2 Ali Yafie, dkk. (Ed.),,Op. Cit him. 236

43 Artinya: “Dan sesungguhnya Yunus benar-benar teukaalah seorang dari para
rasul, (Ingatlah) ketika ia lari ke kapal yang penmaka ia ikut berundi lalu ia termasuk orang
yang kalah, lalu ia ditelan oleh ikan besar dal&aadaan tercela.”
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pilihan mereka tetap bersama-sama di atas kapal témggelam
semua atau mengundi satu per satu dilemparkan We skkedar
meringankan muatan kapal dan menyelamatkan yg khirnya
diputuskan untuk memilih undidfi,dan Nabi Yunus termasuk dalam
undian itu sehingga beliau dilempar ke laut.

Untuk dapat meneruskan hidupnya, orang yang befaldan
keadaan darurat tidak boleh mengambil sesuatu glangiki orang
lain dimana kedua orang tersebut sama-sama menikam@ieh
karena itu, jika orang pertama mengambil apa yaingliki oleh
orang kedua dan mengakibatkan pemilik harta matikamorang
pertama bertanggungjawab atas kematiannya dan géipngebagai

pembunuh tanpa hak.

b. Dasar Hukum dan Alasan overmacht Dalam Tindak Pidana
Pembunuhan
Tindak pidana pembunuhan yang dilakukan karenabskizh
(ikrah mulji’) dan dharurah merupakan perbuatan yang terlarang.

Ikrah dan dharurah menurut para fugaha tidak dapat menghapuskan

44 Sejak dahulu orang menggunakan undian untuk meskamusuatu perkara yang pelik.

Ketika para pemuka agama Nasrani berebut memeliargam (Ibu Nabi Isa as.), merekapun
melakukan undian, dan ternyata Nabi Zakaria asgyleruntung sehingga beliaulah yang
memeliharanya (baca Q.S. al-Imran: 44). Nabi Muhaohpun pernah melakukan undian untuk
memilih siapa saja yang akan ikut dalam perjalabaifau, karena tidak mungkin semuanya
ikut.Kendati demikian,tidak semua hal harus dissles dengan undian. Undian baru dilakukan
jika semua memiliki hak dan kemampuan yang samatidak diketahui siapa yang seharusnya
dipilih demi kemaslahatan. Tentu saja mengundiasigng harus ditenggelamkan atau dibunuh
tidak dibenarkan sama sekali. Apa yang terjadia@ap Nabi Yunus as. ini adalah adat dan
kebiasaan masyarakat, dimana beliau tidak dapageten Lihat M. Quraish ShihalFafsir al-
Misbah,Jilid XII, Jakarta: Lentera Hati, 2006 him. 81.
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ataupun membolehkan seseorang untuk melakukan pernéo. Hal
ini karena orang yang dipaksa melakukan pembunukeamadap
korbannya itu dengan cara disengaja, melawan hukeogradzalim
disertai keyakinan bahwa membunuh korban menyelpapkanya
selamat dan terhindar dari kejahatan pemaksa atzayh’

Dasar hukum mereka adalah firman Allah SWT:

“ayBHOCWa I BHUDHETODrx 0@
CRO +Fa - $ORO  TEOA @S
Rt JANNIK 28 du| P 2EAR M@ e NG
s Q@CoHRIDPRAY 0w o EODHO L
oXl¢v 4 BCGODoHER QOB ON eI W
B PunT e OROx GFEOCO€O
FEOUOOCCGOE 0§ AKX €O RO
Artinya: “Dan janganlah kamu membunuh jiwa yang adémkan
Allah (membunuhnya), melainkan dengan suatu (a)asan
yang benar. dan Barangsiapa dibunuh secara zaliakaM
Sesungguhnya Kami telah memberi kekuasaan kepdda ah
warisnya, tetapi janganlah ahli waris itu melamphbatas
dalam membunuh. Sesungguhnya ia adalah orang yang
mendapat pertolongan.” (Q.S. Al-Isra’: 33)

Dalam ayat lain disebutkan:

&>MODO RO OxEQ LA Lo S0
20V 0. G B2+ €O WS

NOTOG R 0,6 OO%N L+ €OMWa o0
N @+Dem B-AQ€ZRL0OOC LB G O
GO V€= BI-UDHEOOT O I
s REOMNIOEY 4 TPTONHROGD

Artinya: “Dan orang-orang yang menyakiti orang-@yanukmin dan

mukminat, tanpa kesalahan yang mereka perbuat, maka

sesungguhnya mereka tela memikul kebohongan daa dos
yang nyata®® (Q.S. Al-Ahzab: 58)

5 Abdul Qadir AwdahQp.Cit, Jilid 1. him. 568
“6 Departemen Agama Rp. Cit him. 603.
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Ayat di atas menegaskan bahwa membunuh jiwa miampa
perbuatan yang diharamkan, kecuali dengan alasag yanar yaitu
salah satu dari tiga perkara: kafir setelah imamr{ad), berzina
setelah ihshan, dan membunuh sesama muslim yapglitera
jiwanya.*’

Dalam hadis dijelaskan:
cutl) - SO saal V) A dngsij‘tu\ YAl Y o) agdy sl (5 4l a2

Bae Laall (3 jlaall asgal o Hlall 5 il 1y (pudill g 30 30

Artinya: “Dari ibnu Mas’ud r.a. berkata: telah batpsla Rasulullah
saw.. Tidak halal darah seorang muslim yang bersaks
bahwa tidak ada tuhan selain Allah dan aku adatakan
Allah kecuali dengan salah satu dari tiga sebadmg@yang
pernah menikah berzina, jiwa dengan jiwa (gisash d
orang yang meninggalkan agamanya yang meninggalkan
diri dari jamaah.” (H.R. Bukhari)

M. Quraish Shihab berpendapat bahwa pemboleharmdala
pembunuhan menyangkut tiga hal. Pertama, atas dasss. Kedua,
membendung keburukan akibat tersebarnya kekejisna)(zKetiga,
membendung kejahatan yang mengakibatkan kekacauan d

mengganggu keamanannya, yakni terhadap orang murtad

meninggalkan agama Islam, karena ia telah mengetahasia-

" Lihat Ahmad Muatafa al MaraghTafsir al-Maraghi,terj. Anshari Umar dkk.Tafsir
al Maraghi,Juz XVII, Semarang: Toha Putra, 1993, him. 78.
“8 Al-Bukhari, Shahih al-BukhariBeirut: Daar al-Kutub al-‘llmiyah, 1996, him. 356
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rahasia (jamaah)lslam dan keluarnya dapat mengangamaah)
Islam

Kata @alv ¥ dalam Q.S. al Isra’ ayat 33 di atas juga

mempunyai pengertian karena melaksanakan perimtdang-undang,
karena melaksanakan perintah jabatan yang sahkatana peraturan
perundangan mengizinkan untuk melakukan pembuntthaladi,
pembunuhan yang diperbolehkan dalam Islam selga hal yang
tercantum dalam hadis di atas, pemerintah atawgyasa juga

diperbolehkan untuk melakukan pembunuhan.

Orang yang telah membunuh secaafim (tanpa alasan yang
benar) menyebabkan dia boleh dibunuh, dan Alladhtehemberikan
kekuasaan kepada ahli waris korban untuk menumoibplasan atas
pembunuh.

Sengaja diartikan sebagai perbuatan yang dilakudiz
seseorang dengan kesengajaan dan kehendaknyadaserengetahui
bahwa perbuatan tersebut dilarang dan diancam dehgkuman.
Ahmad Wardi Muslich mensyaratkan adanya tiga unsurg harus
terpenuhi, sehingga dapat dikategorikan perbuangaga yaitu™

1. Unsur kesengajaan
2. Unsur kehendak yang bebas dalam melakukannya

3. Unsur pengetahuan tentang dilarangnya perbuatan.

49 M. Quraish ShihabTafsir al-Misbah Jilid VII, Jakarta: Lentera Hati, 2006 him. 266.

%0 Ali Imron HS, Pertanggungjawaban HukunmSemarang: Walisongo Press, 2009,
him.182.

! Ahmad Wardi MuslichPengantar dan Asas-asas Hukum Pidana Islaakarta: Sinar
Grafika, 2006, him. 22
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Dari unsur-unsur di atas, sengaja dalam tindak naida
pembunuhan berarti pelaku dengan sengaja melakpleabuatan
membunuh, atas kehendaknya sendiri, pelaku mengkieakibatnya
berupa kematian korban meskipun diketahui bahwauagan tersebut
dilarang.

Pembunuhan sengaja yang disebabkan kawgaemacht,hal
yang menjadikan perhatian adalah masalah kehergalam ikrah
yang mana pihak yang menghendaki kematian korbataladrang
yang memaksa. Namun dalam pelaksanaamydyih memaksa orang
lain sehingga pada akhirnya yang melakukan pemtamuwdalah
orang yang dipaksa.

Dalam ikrah ini terdapat pertalian antara perbuatan langsung
(mubasyaral yang dilakukan oleh orang yang dipaksa dan pé¢abua
tidak langsung qabal) yang dilakukan oleh orang yang memaksa.
Perbuatan langsung dalam pembunuhan adalah penbuatag
mengakibatkan dan menghasilkan kematian, yaitu uya¢an yang
membawa kematian dan sebagai penyebabnya, tanpatg@r yang
lain, misalnya membunuh dengan pisau, menceki¥dIl.

Fugaha mendefinisikan sebab pembunuhan adalahap seti
perbuatan yang secara tidak langsung menyebabkamaties®
Artinya ia sebagai penyebab kematian, tetapi bukanjadi penyebab

langsung melainkan sebagai perantara. Pembunuhaab sgidak

%2 Ali Yafie dkk. (Ed.),Op. Cit,Jilid 3, him.204.
%3 Ali Yafie dkk. (Ed.),Ibid, Jilid 3 him. 204
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langsung) memiliki kemiripan dengan pembunuhan dang disatu
sisi, artinya perbuatan langsung yang mendatangeamatian lahir
dari sebab.

Dalam hal memaksa orang lain utuk melakukan pemnam,
pemaksa itulah yang membuat orang yang dipaksa kolea
pembunuhan, sebab kalau tidak ada paksaan darikpant@ntunya
orang yang dipaksa tidak melakukan pembunuhan. tidghlnya
kalau orang yang dipaksa tidak ada, belum tentisgmk pemaksa
dapat mengakibatkan pembunufan.

Penjatuhan hukuman terhadap pembunuhan ini karena
perbuatan tersebut sangat berbahaya, memperlunakmian akan
menimbulkan bahaya besar bagi masyardkatTentu saja
pertanggungjawaban pidana pgdamah pembunuhan ini lebih berat
tingkatannya dibandingkan dengan jarimah yang tteyknya ada

dibawahnya®

c. Penerapan Sanksi Bagi Pelakivermacth Dalam Tindak Pidana
Pembunuhan
Orang yang dipaksa ketika memilih melakukan tindalana
berarti dia akan menimpakan bahaya kepada orang $adangkan
ketika memilih ancaman, berarti dia akan menimpdiamya kepada

dirinya. Keduanya adalah hal yang dilarang olehuhukslam. Islam

> Ahmad HanafiOp. Cit him. 147-148
%5 Ahmad Hanafibid, him.358.
%5 Abdul Qadir AwdahQOp.Cit, Jilid 2, him. 405
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melarang manusia membahayakan orang lain dan gegaielarang
manusia mencampakkan dirinya dalam kebinasaark&etang yang
dipaksa memilih, pada realitasnya dia memilih dieatdua bahaya.
Hukum Islam telah mengatur kaidah hukum untuk makgmi
keadaan ini, yaitu:

O palh Jin Y el

“Kemudharatan tidak boleh dihilangkan dengan keravatian.”
Kaidah ini menuntut manusia untuk tidak menolak tsua

bahaya dengan bahaya yang lain atau semisalnyauiNgka manusia

berada dalam kondisi ini, terdapat alternatif Eeperti kaidah berikut:

P8 aal Ll L | e Lagalae | e ) (liauia (o jlad 1@)
“Apabila dua mafsadah bertentangan, maka perhatikama yang lebih
besar mudharatnya dengan mengerjakan yang lebitgarri
mudharatnya”.

Kaidah ini menuntut manusia untuk memilih salahusat
diantara dua bahaya yang harus dilakukan, ia ditwrituk memilih
bahaya yang lebih ringan dan menolak yang lebiatber

Orang yang dipaksa melakukan perbuatan sebenamurigan b
memilih tetapi karena terpaksa melakukanya. Péabu#u dihukumi
paksaan dan disepakati oleh hukum Islam.

Apabila dia melanggar dua kaidah tersebut yaitu alan

bahaya dengan bahaya yang semisal, dalam artiaakukeh tindak

pidana atau menolak bahaya yang lebih ringan debghaya yang

" Jalal al-Din ‘Abdu al-Rahman Ibn Abi Bakr al-Sulijtal-Asybah wa al-Nadhajr
Beirut: Daar al-Kutub al-‘Alamiyah, tt, him. 86.
*% bid., him. 87.
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lebih berat itu berarti dia telah memilih. Adanydihan ini tidak
menghilangkan tanggung jawab pidana dan juga td@kghapuskan
sekalipun cakupan pilihan itu sempit.

Hukum paksaan dalam hukum Islam menerapkan sekarata
dua kaidah bahaya tersebut. Contohnya jika orantyy yi@rpaksa
membunuh, ia melakukan pembunuhan tersebut untuknbela
dirinya dari pembunuhan terhadap dirinya, padahatkidak boleh
menolak bahaya dengan bahaya yang semisalnya etgard bahaya
yang lebih berat darinya. Adapun jika dia melakukah itu, berarti
dia memilih (menggunakan hak npilih). Pilihan ini ske dalam
cakupan yang sempit tidak akan menghapus tanggwabj pidana
darinya, karena itu hukuman tetap berlaku padaakingidana
pembunuhan.

Dalam kaitannya dengaikrah dan dharurah dalam tindak
pidana pembunuhan, menurut kaidah di atas sesegamggmendapat
ancaman dan kemudian dipaksa untuk melakukan parhbardan ia
benar-benar melakukannya, maka paksaan tersebak tdhpat
menghapuskan hukuman atas tindak pidana yangdgkukannya.

Dalam tindak pidana lain seperti dipaksa melakugamaf
mencuri, merusak harta, atau dipaksa kafir, resikoi perbuatan
tersebut tidak ada yang menyamai ancaman penghiamyawa.
Maka dari itu, jika orang yang dipaksa melakukabedoapa tindak

pidana tersebut dengan tujuan menyelamatkan digiayakematian,
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itu berarti dia tidak menghilangkan bahaya dengahapa yang
semisalnya, tapi menolak bahaya yang lebih besayastebahaya yang
lebih ringan. Dalam hal ini dia dianggap orang yamgpaksa

melakukan tindak pidana dan dia tidak mempunyahaul untuk

melakukan atau untuk meninggalkanya. Jika tidak @lilaan berarti

tidak ada tanggung jawab pidana, sehingga hukumanlyapus.

Adapun hukuman yang dijatuhkan kepada orang yapakda
membunuh terjadi perbedaan pendapat:

Ulama Malikiyah dan Hanabilah berpendapat bahwa @ika
seseorang memaksa seseorang untuk membunuh oaaggtigak
berhak dibunuh, maka keduanya wajib dihukgieas Alasan mereka
adalah keduanya telah bersekutu. Orang yang mem@hkshrih)
menjadi sebab pembunuhansedangkan orang yang dipaksa menjadi
orang yang melakukan perbuatan langsung dalam perhbao®
Orang yang memaksa meskipun tidak melakukan penfiaunsecara

langsung tetap dihukumgisas Begitu pula orang yang dipaksa

%0 Fugaha mendefinisikan bahwa sebab pembunuharhadaléap perbuatan yang secara
tidak langsung menyebabkan kematian. Artinya iaagabillah/penyebab kematian, tetapi bukan
menjadi penyebab langusng melainkan perantara. ®arhbn sebab ( tidak langsung) memiliki
kemiripan dengan pembunuhan langsung disatu siesilunya sebagai illat kematian, artinya
perbuatan langsung yang mendatangkan kematiandahisebab. Lihat Ali Yafie, dkk dkk. (Ed.),
Op.CitJilid 3, him.204.

® perbuatan langsung dalam pembunuhan adalah pambyahg mengakibatkan dan
menghasilkan kematian, yaitu perbuatan yang membeematian dan sebagai penyebabnya,
tanpa perantara yang lain, misalnya membunuh depgan, mencekik dll Lihat Ali Yafie dkk.
(Ed.),Ibid, Jilid 3 him. 204
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paksaan tidak menjadi penghalang bagi dirinya udtbhkkumiqgisas
Untuk itu keduanya wajib dihukurgisas ®*

Pendapat ulama Hanafiah terdapat 3 pendapat. Rerzusfar
menyatakan bahwa gisas berlaku pada orang yangksapbukan
orang yang memaksa karena perbuatan membunuHakukin oleh
orang yang terpaks$a.Alasan beliau berdasarkan al-Quran surat al
Isra’ ayat 33:

“Dan janganlah kamu membunuh jiwa yang diharamkadiahA
(membunuhnya), melainkan dengan suatu (alasan) lyamar. dan
Barangsiapa dibunuh secara zalim, Maka SesungguKmayai

telah memberi kekuasaan kepada ahli warisnya...

Kedua, Abu Yusuf menyatakan bahgiaastidak berlaku baik
pada orang yang terpaksa membunuh maupun si penaesatetapi
berlakudiyat bagi pemaksa. Pemaksa tidak dikenai gisas kanena d
memang bukan pelaku pembunuhan dan bagi orang gguadsa
tidak dikategorikan sebagai pembunuh karena padsaruga
perbuatan bukan lahir dari dirinya, dan sama sekkak diinginkan
oleh orang yang dipak$a.

Ketiga, Imam Abu Hanifah berpendapat bahwasanyagora
yang memaksa orang lain untuk membunuh orang ldian
mengancam membunuhnya atau dengan ancaman lainordag

tersebut takut dan kemudian melakukan pembunuhraabiat, maka

gisashanya wajib diberikan kepada orang yang memalsiarngkan

1 Muhammad Abd al-Hamid Abu Zaid\- Qisas wa al-Hayahtp, Daar al-Nahdhatu al-
‘Arabiyah.1985, him. 109-110

2 Muhammad Abu ZahralaJ-Jarimah Beirut: Dar al-Fikr al- Arabi, tt, him 546.

%3 bid, him. 547
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orang yang dipaksa tidak. Begitu juga jika oranggyaliperintah
berada dibawah kuasa orang yang memerintah, makag oyang
diperintah hanya menjadi alat bagi pema¥sa.

Ulama Syafilyah berpendapat barang siapa memakaagor
membunuh manusia yang tak berhak dibunuh maka kgduaajib di
gisaskarena orang yang memaksa yang melakukan kerusaieaula
orang seperti membunuh memakai panah darkrah membunuh
dengan sengaja karena permusuhan dan kezalimank untu
melangsungkan kondisinya seperti orang membunuiimd&keadaan
dharurat membunuh orang untuk mendapatkan makanan, habtérs
lebih utama daripada paksaan. Karena orang yargmdéakadaan
darurat yakin akan menghadapi kesulitan, berbedgaeorang yang
dipaksa®®

Menurut pendapat Ibnu Qudamah, wagjisas bagi pemaksa
dengan pertimbangan bahwa pemaksalah yang menyababk
pembunuhan itu terjadi. Dan bagi orang yang dipakagb digisas
pula karena dialah yang membunuh dengan sengajaadiamuntuk
eksistensi dirinya yang diumpamakan seperti memibudalam
keadaardharurat (kelaparan) untuk mendapatkan makaffan.

Imam Abu Hanifah, Muhammad, Daud al-Zahiri, Imam

Ahmad Bin Hambal dan Imam Syafii dalam salah sa&ndapatnya

®Muhammad Abd al-Hamid Abu Zai@p. cit, him. 110

%> Muhammad Abd al-Hamid Abu Zaltid., him. 110

% Muhammad Ibnu Qudamall-Mughnj Juz 9, Beirut: Daar al-Kutub al-‘llmiyah, tt,
him.331
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berpendapat bahwa tidak wajib digisas bagi oramg yipaksaQisas
hanya berlaku pada orang yang memaksa, sedangkeuy gang

dipaksa dihukunta’zir.%” Hal ini berdasarkan hadis Rasulullah saw:

88 (4o opl olgy) ade 1oa ol Olwilly L) gl 6 4

Artinya: “Dari Ibnu Abbas radhiyallahu ‘anhu ber&atbahwa
sesungguhnya Rasulullah saw bersabda: “Sesungguhnya
Allah mengampuni beberapa perilaku umatku, yakiirike
lupa dan apa yang dipaksakan terhadapnya.” (HRiu Ib
Majah)

Pemaafan terhadap sesuatu berarti pemaafan bagfiaiumya,
maka apa yang dipaksakan itu menuntut pemaafan.dLdg orang
yang dipaksa hanyalah alat bagi orang memaksa,n&asang
membunuh itu pada dasarnya adalah orang yang mansddangkan

orang yang dipaksa bentuk lahir pembunuffan.

C. Overmacht Dalam Tindak Pidana Pembunuhan Menurut Hukum Pidara
Indonesia
1. Dasar Hukum dan Alasa@vermachiDalam Tindak Pidana Pembunuhan
Dalam hukum pidana Indones@yermachtiatur dalam BAB llI

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Pasal 4&yzerbunyi:

" \Wahbah al-ZuhailyNazariyyah al-darurah al Syariyah ma’a al Qanun\aad'i, ter;.
Said Agil al-Munawar dan M. Hadri Hasan, “Konseprirat dalam Hukum Islam”, Jakarta: Gaya
Media Pratama, 1997, him.101.

%8 Abi ‘Abdillah Muhammad Ibn Zaid al-Qazwainoc.Cit,. him. 69.

%9 Wahbah al-Zuhailyibid.him. 101.
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“Barang siapa 73(/)ang melakukan perbuatan karena pg#mgaya paksa

tidak dipidana™.

Daya paksa yang dimaksud oleh pasal 48 KUHP bukatdga
paksa absolut, melainkan daya paksa relatif. Padreghaksaan absolut
dan paksaan relatif pada dasarnya terletak padaidalenya alternatif
perbuatan yang dapat dipilih. Paksaan absolut diejatika keadaan
memaksa itu sedemikian rupa kuatnya, sehingga oitangepenuhnya
tidak berdaya, artinya perbuatan atau kejadiatintbul oleh sebab yang
sama sekali tidak dapat dikuasainya, atau tiadaraitf lain selain harus
melakukan perbuatan tindak pidana yang pada kemyaya melanggar
undang-undang. Misalnya seseorang ditangkap okeiigoyang kuat, lalu
dilemparkan keluar jendela, sehingga terjadi pdasabarang. Maka
orang yang dilemparkan keluar jendela, tidak dapjpidana menurut
pasal 406 KUHP?

Sedangkan daya paksa relatif, apabila ancamanedensikian
kuatnya, sehingga seseorang berada dalam keadagnmengharuskan
dia melakukan tindak pidana, tetapi di samping patdn perbuatan yang
telah dilakukanya itu ada pilihan perbuatan laibagmi alternatifnya,
namun perbuatan terakhir ini tidak mungkin dipija berhubung resiko
dari perbuatan lain itu adalah lebih besar atagatapesar yang menurut
akal pikiran orang pada umumnya akan selalu medghinesiko tersebut.

Misalnya seorang pegawai keamanan bank yang dipahkisgk merusak

0 Andi HamzahOp.Cit, him. 25.
" zainal Abidin FaridOp.Cit, Hal.192-193
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kotak penyimpan uang dan menyerahka uang tersedpadla kawanan
perampok yang mengancamnya dengan pistol.

Prinsip yang dipakai dalam pasal 48 KUHP ini adalah
mengorbankan kepentingan hukum vyang lebih kecil idemtuk
melindungi atau mempertahankan kepentingan hukurg lebih besaf?

Kriteria yang dapat digunakan dalam menentukanuspaksaan
merupakan perbuatan yang dibenarkan, sehingga sekm@dalam daya
paksa relatif adalah pada resiko yang akan dihatlaparus seimbang
atau lebih berat dari perbuatan yang dilakukanypabfla kepentingan
yang dikorbankan lebih berat dari kepentingan ydisglamatkan, maka
tidak ada hal yang memaksavérmatch, maka pelaku dalam hal ini harus
dihukum. Apabila kepentingan yang dikorbankan, kamsedikit lebih
berat dari kepentingan yang diselamatkan, atau rkegmn itu sama
beratnya, maka ada hal yang memaksa dan pelaku dikanai hukuma
pidana’®

Ukuran seimbang atau lebih berat yang dimaksudad adalah
terletak pada akal manusia pada umumnya. Jadinditesidapat ukuran
objektif yang sekaligus subjektif. Ukuran subjekfitu terletak pada akal
manusia, sedangkan ukuran objektif adalah bagi goraormal pada
umumnya. Ukuran subjektif dan objektif ini harusldigunakan secara

bersama, tidak boleh subjektif saja, misalnya hapgala akal dan

2 Addami ChazawiPelajaran Hukum Pidana,2Jakarta: Raja Grafindo Pustaka, 2002,
him. 32

3 Wiryono ProjodikoroAzas-Azas Hukum Pidana di Indonediandung: Eresco, 1989,
him. 84.
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perasaan si pembuat, tetapi harus pada akal pikiemyn orang pada
umumnya. Hakimlah yang berwenang menilai dan mekent telah
dipenuhinya syarat subjektif maupun objektif tetgdeldan dia harus
mampu menangkap akal pikiran bagi semua orang daphaesiko atas
suatu pilihan perbuatan tertentu berdasarkan aldilyang dimilikinya’*

Apabila resiko perbuatan yang dilakukanya lebihilkeanaka
disini tidak ada daya paksa relatif. Contohnya dpaivang dipaksa untuk
membunuh orang lain dengan ancaman akan ditempegl@ngaman
kekerasan), tidaklah cukup menjadi alasan pembé@aprang itu benar
melakukan pembunuhan.

Daya paksa merupakan persoalan dalam ilmu hukump s@ampai
sekarang masih diperdebatkan para ahli hukum dalamentukan apakah
daya paksa merupakan alasan pembenar, sehinggh rdapghapuskan
sifat melawan hukuf perbuatan pidana atau alasan pemaaf yang

menghilangkan unsur kesalahan dari orang yang miedaktindak pidana.

" Zainal Abidin FaridHukum Pidana,|

> Bagi para sarjana yang menganut pandangan foretiigemai sifat melawan hukum
dalam hubungannya dengan perumusan suatu delikilapersifat melawan hukum (bmh) tidak
dirumuskan dalan suatu delik, tidak perlu lagi liiSle tentang bersifat melawan hukum itu.
Karena dengan sendirinya seluruh tindakan itu sumabifat melawan hukum. Sedangkan jika
bersifat melawan hukum ini dicantumkan dalam rumusalik, maka bersifat melawan hukum itu
harus diselidiki. Dan dalam rangka penuntutan/meitigaarus terbukti bersifat melawan hukum
tersebut. Justru dicantumkannya bersifat melawakurhu tersebut dalam norma delik,
menghendaki penelitian apakah tindakan itu bersifatawan hukum atau tidak. Demikianlah
antara lain pendapat SIMONS dan para pengikutrajaranal.

Sebaliknya para sarjana yang berpandangan matamtng bersifat melawan hukum,
mengatakan bahwa sifat melawan hukum, selalu demnggda dalam setiap delik, walaupun tidak
dengan tegas-dirumuskan. Penganut teori ini menkakam bahwa pengertian dari hukum yang
merupakan salah satu kata yang terdapat dalanfaierslawan hukum, tidak hanya didasarkan
kepada undang-undang saja, tetapi kepada yangllgtsiHagi, yaitu asas-asas umum yang berlaku
sebagai hukum. Dengan perkataan lain bersifat naglalukum berarti harus dapat dirasakan
sebagai tidak boleh terjadi, bertentangan dengpatitan yang terdapat dalam masyarakat. Atau
lebih tepat jika diartikan dengan tidak boleh tdrjgalam rangka pengayoman hukum dan
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Roeslan Saleh berpendapat balavermachtmerupakan alasan
pemaaf’® Alasannya orang yang melakukan perbuatan karedarteg
oleh daya paksa itu sebernarnya terpaksa melakid@na didorong oleh
suatu tekanan bathin yang datang dari luar. Dalamirth tekana batin
yang berasal dari luar merupakan syarat yang utdbmang tersebut
sebenarnya tidak suka melakukan perbuatan tergebapj dia dipaksakan
oleh suatu tekanan batin yang berat yang ditekakipadanya dari luar.
Karena itu kehendaknya tidak bebas lagi. Karenayadtekanan dari luar,
maka fungsi batinnya tidak normal pula.

Pompe berpendapat daya paksa sebagai alasan penflasan
pembenar yaitu alasan yang menghapuskan sifatwaeldaukumnya
perbuatan, sehingga apa yang dilakukan terdakwgadigrerbuatan yang
patut dan benaf’ Tidak dipidananya terdakwa karena perbuatan tatseb
kehilangan sifat melawan hukumnya perbuatan. Walaumalam
kenyataanya perbuatan terdakwa telah memenuhi ummiak pidana,
akan tetapi karena hilangnya sifat melawan hukuakanterdakwa tidak
dipidana’®

Sifat melawan hukum terhapus, apabila terjadi keada@adaan
khusus yang dipandang sebagai hal yang patut watabertentangan

dengan undang-undang. Oleh karena itu, putusandgkata lepas dari

perwujudan cita-cita masyarakat. Dalam msalah neatalukum ini, Indonesia menganut ajaran
sifat melawan hukum formil, bukan sifat melawan tnukmateriil karena sifat melawan hukum
materiil bertetangan dengan asas legalita sebagaimiiatur dalam pasal 1 ayat 1 KUHP.

® Roeslan SalefKitab Undang-Undang Hukum Pidana dengan Penjelagandakarta,

Aksara Baru, 1987, him. 86.bertetangan dengan asas

" Moeljatno,Asas-asas Hukum Pidanzgkarta: Bina Aksara, 1987, him. 137.
8 Adami ChazawiOp.Cithim.19.
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segala tuntutan hukufi.Sifat melawan hukum hilang dalam keadaan-
keaadan yang diatur dalam pasal 48 sampai dengsal pa KUHP,
sehingga orang yang melakukan tindak pidana dalaeaddan
sebagaimana diatur dalam pasal-pasal di atas digadana®®

KUHP merupakan salah satu aturan hukum yang mamanat
hukum tersebut bersifat umum yang ditetapkan usarkua orang dalam
masyarakat tertentu (Indonesia). Karena sifatnya yanum, maka aturan
hukum tidak mungkin mengatur semua hal dalam ketsidumasyaraké&t.
Termasuk dalam masalabvermachtyang dirumuskan dalam pasal 48
KUHP tidak mengatur secara khusus tentang tindd&nai pembunuhan
yang disebabkan karena adanygermacht KUHP hanya menetapkan
bahwa perbuatan yang dilakukan karena pengaruhpidysa ¢vermachy
tidak dipidana. Kata “perbuatan” dalam pasal tessemerupakan
perbuatan tindak pidana yang diatur dalam KUHPn&suk tindak pidana
pembunuhan yang telah diatdalam pasal 338 KUHP Indonesia
mengatakan bahwa:

“Barangsiapa sengaja merampas nyawa orang lal@ncam, karena
pembunuhan, dengan pidana penjara paling ldima belas tahun”

Merampas nyawa orang lain disini dimaksudkan selsggiatu
tindakan pembunuhan. Jelas bahwa dalam pelaksapaarbunuhan
tersebut mengakibatkan kematian terhadap orang3aidangkan arti dari

pada sengaja adalah suatu perbuatan itu memarggn#am atau memang

% Roeslan SalehSifat Melawan Hukum dari Perbuatan Pidadakarta: Aksara Baru,
1987, him. 2

8 Roeslan Salehbid, him.16

81 Roeslan SalelQp. Cit,him.16
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merupakan harapannya untuk mengakibatkan kematisalamd
perbuatannya. Jadi semua perbuatan yang mengakibatkematian
perbuatan tersebut memang diinginkan oleh terdakwaka sudah
seharusnya dihukum sesuai dengan pasal ini.

Tindak pidana pembunuhan yang dilakukan karena yadan
overmachtimenjadikan sifat melawan hukum dalam tindak pidansebut
hilang, dengan demikian tindak pidana pembunuhang y&erbukti

memenuhi pasal 48 KUHP tidak dapat dipidana.

. Sanksi Bagi Pelak@vermacthDalam Tindak Pidana Pembunuhan

Dalam hukum pidana, tindak pidana yang dilakukamerka
overmacht tidak dipidana, karena adanya alasan pembenar yang
menyebabkan hapusnya sifat melawan hukum perhusédningga apa
yang dilakukan terdakwa menjadi perbuatan yangtmn benafTidak
adanya pidana bagi terdakwa karena perbuatan térkehilangan sifat
melawan hukumnya perbuatan. Walaupun dalam kenygdaperbuatan
terdakwa telah memenuhi unsur tindak pidana, aketapit karena
hilangnya sifat melawan hukum, maka terdakwa tdipidana.

Hal ini berlaku juga dalam tindak pidana pembunulyamg
disebabkan karena adangaermacht maka seseorang yang melakukan
pembunuhan karena dalam keadaan terpaksa dan galarouktian di
persidangan benar-benar terbukti maka terdakwaatikgn lepas dari

segala tuntutan. Namun jika dalam pembuktian titedbukti adanya
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overmacht dalam tindak pidana pembunuhan, maka pelaku dapat
dijatuhkan hukuman sebagaimana yang telah diatdandaKUHP
mengenai kejahatan terhadap nyawa khususnya @&&3HP.

Contoh kasus yang pernah terjadi yaitu di PengadNegeri
Denpasar pada tahun 2006. Majelis Hakim membebadRasul
Ardiansyah, ali Murtadho, Nurdin, dan Abdullah yatidakwa melakukan
pembunuhan terhadap Acuk dan Antonius. Kronologjadiannya
sebagai berikut.

KM Bali Saputra milik Rasul Ardyansah berangkatldgar Senin
(10/4/2006). Biasanya, dalam satu kali perjalanaamakan waktu 3
sampai 4 hari. Keempat tersangka dan dua korbaerjpekama mencari
lobster di Perairan Nusa Penida. Pada hari pert#intaut, semua anak
buah kapal (ABK) sudah dapat giliran menyelam. K&liEBaputra sudah
memuat sekitar tujuh kilogram lobster. Nasib bubagi ABK KM Bali
Saputra terjadi di hari kedua, Selasa (11/4/20@&at itu, Acuk dan
Antonius mendapat giliran menyelam. Baru beberagaitmberada di
dalam air, Ali dkk. merasakan arus besar dan k&ddaan masuk lorong.
Panjang selang oksigen kompresor yang dipakai neemymencapai 180
meter. Para tersangka sudah dua jam berusaha efAadnk dan

Antonius, namun tidak juga muncul dipermukaan. Akya keempat
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tersangka memotong selang pernafasan karena ntetakaada pilihan
lain %

Keempat tersangka kasus pembunuhan Acuk dan Astolijeerat
pasal 338 junto pasal 55 ayat (1) KUHP. Ali dkkardiam hukuman
maksimal 15 tahun penjara. Pada persidangan, santut umun (JPU)
Suhadi, dan Nur Laeli menuntut 10 tahun penjaraaétapkeempat
terdakwa®

Hakim Daniel Palittin dalam pertimbangan hukumnya
menyatakan terdakwa terbukti melakukan perbuatabagsemana
dakwaan jaksa. Tetapi perbuatan para terdakwa bigrstdak bisa
dipidana. karena mereka menyatakan kondisi yangmndigpara terdakwa
di atas kapal KM Bali Saputra di perairan Nusa &&rsudah sangat
krusial. Selang untuk membantu pernapasan korbark Alan Antonius
yang berada di dalam air terseret arus yang sakgjatang, sehingga
kemungkinan bisa membenturkan korban ke batu kam@ara terdakwa
berusaha mengurangi risiko dengan memotong selBagi rentetan
kejadian tersebut, para PH berkesimpulan bahwakard para terdakwa
memotong selang pernapasan tidak termasuk unsubymernan secara
sengaja.

Majelis Hakim menegaskan bahwa tindakan para terdak

tersebut karena pengarokiermacht Karena itu, mereka tidak sependapat

82 http//www.balipost.co.id/BaliPostcetak/2006/4/30Mtml. diunduh pada tanggal 4
Desember 2010.

8 http//www.balipost.co.id/BaliPostcetak/2006/11M7thtml. Diunduh pada tanggal 4
Desember 2010.
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bahwa perbuatan terdakwa memenuhi unsur pasal B38Ko pasal 55
ayat (1) ke-1 KUHP. Mereka lebih setuju kalau petho terdakwa

termasuk melanggar pasal 48 KUHP. Oleh karenapéwa terdakwa

lepask dari tuntutaff

8 http//www.balipost.co.id/BaliPostcetak/2006/11/20thtm. Diunduh pada tanggal 4
Desember 2010.
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